GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 537/KPTS/BPKAD/2026

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat (1)
dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana, telah dilakukan evaluasi terhadap
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan
Bupati Musi Rawas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan
Peraturan Bupati Musi Rawas tentang  Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);




1. Pagu Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi
Rawas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah sesuai
dengan Pagu Anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi
Rawas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025. Namun terdapat perbedaan perhitungan alokasi
anggaran dan realisasi Mandatory Spending antara data yang
disampaikan dengan Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran
2025.

2. Nomenklatur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan Nomenklatur
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Musi Rawas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025.

3. Struktur dan Klasifikasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan Klasifikasi
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Musi Rawas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten

Musi Rawas harus tetap memastikan kesesuaian pagu anggaramn,

nomenklatur serta kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan,

belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

LEGALITAS :

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan
penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Hasil evaluasi legalitas atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Musi Rawas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun
Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025 sebagai
berikut:
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KEDUA : Bupati Musi Rawas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Musi Rawas segera melakukan penyempurnaan atas
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan
Bupati Musi Rawas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025, berdasarkan hasil evaluasi paling lama 7 (tujuh)
hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Musi
Rawas dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi
Rawas, dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Musi Rawas tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Musi
Rawas tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
menjadi Peraturan Bupati, Gubernur akan membatalkan seluruh
atau sebagian materi muatan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati dimaksud, dengan mempedomani ketentuan peraturan
perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 agustus 2026

GUBERNUR SUMATE

H. HERMAN DERU

Tembusan :

. Menteri Dalam Negeri RI c.q. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Rl di Jakarta.
. Menteri Keuangan Rl c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI di Jakarta.

. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti.

. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

O b WN =



